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BUPATI BURU
PROVINSI MALUKLU

KEPUTUSAN BUPATI BEURU

NOMOR 4202/ 0§ TAHUN 2016

TENTANCG

PEMBERIAN AN OPERASIONAL SEKCLAT DASAR NEGERI NAFRUA
KECAMATAN LOLONG GUBA KEABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

bahwa dalam  rungka pelaksansan  otonomi  bidang
pendidkan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat
perungkatan  proses belajar mengajar yang efesien dan
efektif, perlu menetapkan Tzin Operasional Sekolah Dasar
Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru:

bahwa sckolah, sebagaimana dimaksud dalam Kepulusan
memeniihi syarat untuk diberikan lzin Operasidnal Sekolah
Dasar Negeri Nafrua Kecamatan Lolong Guba;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan humif b, perlu menetapkan Keputiuisan
Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar
MNegerl Nafrua Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Bura:

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Malukn Utara, Kabupaten Buru dan
Rabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia: Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3895)
scbagammana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Momor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Malulku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Malulku
Tenggara DBaral (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tabun 2000 Numor 73, Tambahan Lembaran Negara
Hepubhk Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Uuda.m,—_:—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia
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Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 2679);

Peraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang

- Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4313);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tabun 2010 Nomor .
Tambahsn  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5103] scbagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraluran Pemerintah Nomoer 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomaor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahin
2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah;

Peraturan Mentern Pendidikan Nasional Nomor 292 Tabun
2007 tentang Stémdar Penilaian Pendidikan;

Peraluran Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010
tentang Stindar Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten / Kota;

Peraturan Daersh Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008
lenlang Pembentukan Organisasi dan Tata Kega Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Peraluran Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomeor 16);

Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Penjabarun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Berita Dacrah
Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);
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Tembuson disampaikan kepada Yiho:
1. Kepala Dinas Pendidikan Porvuda & 00 a]n‘aga

MEMUTLUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Selolah Dasar Negeri Nafrua
Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buri, yang kegiatan
pembelajaran berlalaz surat sgjak tahun ajaran 2012,

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola operasional dan

manajemen Pendidikan Sckolah Dasar Negeri Nafruz Kecamatan

Il;uiung CGuba Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang
erlaku,

Kepala Dinas melaporkan hasil kegiatan pendidikan kepada
Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi
peningkatan mutu pendidikan.

Segala Diaya yang tmbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buri, Satuan EKega Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Buru. -

Reputusan int mulat berlaku pada tangpgal ditetapkan.

D'LT::-TapI-:a%l di Namlea
2 Maret 2016

Procvinsy Maluko di Ambon;
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Eetua DPRED Exbupaten Buaru di Namies;

Inspektur Kabupaten Bura di Mamlea;

Kepala Dinas PR Eabupaten Bumn di Narnles;

KEepala BFEED Kabupatern: Buru i Mamles;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea

Kepala BKD Kabupaten Bum di Namles;

Kepala UPTD Dinas PE Eecimratan Lolong Guba di Kubalahin.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

A21.2 /148 TAHUN 2016

15 MARET 2016

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGER] NAFRUA KECAMATAN LOLONG GUBEA
KABUPATEN BURU

NG NAMA SEHOLAH ' EECAMATAN EETERANGAN
I.. | 5D NEGERI NAFRUA KECAMATAN LOLONG GUBA TAITUN AKADEMIK I
LOLONG GUBA 2012
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